


Indonesia Nomor 4286); 
 

  5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  6.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
 

  7.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

  8.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik     

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  9.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
 

  10.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

  11.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

 

 



 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 
 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 
 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
 

  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
 

  19.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

  20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 



tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
 

  21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
 

  22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781). 

    

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2196/X/Tahun 

2021 Tanggal 12 Oktober 2021 tentang Hasil Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah   Kabupaten Maros tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021. 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN MAROS 

dan 
BUPATI MAROS 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Maros. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
 

3. Bupati adalah Bupati Maros. 
 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros. 
 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros. 
 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah Kabupaten Maros. 
 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai 



tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 

9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 

perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

APBD. 
 

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 
 

11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 
 

12. Dana perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 
 

13. Dana Alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah 

dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom 

(propinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana 

pembangunan. 
 

14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK, adalah alokasi dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada  

(propinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan 

sesuai dengan proritas Nasional. 
 

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat. 
 

16. Selisih lebih Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA 

(dengan huruf i kecil) adalah sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 

  



 

BAB II 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

Pasal 2 

 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri atas ;  

a. Anggaran Pendapatan Daerah; 

b. Anggaran Belanja Daerah; dan 

c. Pembiayaan Daerah. 

 

Pasal 3 

 

Besaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 semula berjumlah                                            

Rp.1.475.187.141.284,00 Bertambah/Berkurang sejumlah 

Rp.12.571.597.110,90 sehingga menjadi Rp 1.487.758.738.394,90  dengan 

rincian sebagai berikut : 
 

a. Pendapatan Daerah 
1. Semula   Rp. 1.472.187.141.284,00 

2. Bertambah/(berkurang)   Rp.     (22.713.841.767,00) 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.  1.449.473.299.517,00 
 

b. Belanja Daerah 

1. Semula Rp.  1.475.187.141.284,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.       12.571.597.110,90   

Jumlah Belanja setelah perubahan  Rp.  1.487.758.738.394,90 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan  Rp.     (35.285.438.877,90) 
 

c. Pembiayaan Daerah    

1. Penerimaan 
a) Semula   Rp.      10.000.000.000,00 
b) Bertambah/(berkurang)  Rp.  30.285.438.877,90 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 40.285.438.877,90 

2. Pengeluaran 
a) Semula Rp. 7.000.000.000,00 

b) Bertambah/(berkurang) Rp.   (5.000.000.000,00) 

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00 
 

d. Pembiayaan Netto         

 1. Semula  Rp  3.000.000.000,00 
2.  Bertambah/(berkurang) Rp  35.285.438.877,90 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.       38.285.438.877,90 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun berkenaan Setelah Perubahan Rp.                             0,00 
  

Pasal 4 

 

(1) Pendapatan Daerah Rp.1.449.473.299.517,00 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas : 
 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Semula Rp. 304.837.004.778,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.   (879.885.767,00) 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah    

setelah perubahan Rp. 303.957.119.011,00 



 

b. Pendapatan Transfer 

1) Semula Rp.  1.119.357.429.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp (21.833.956.000,00) 
Jumlah Pendapatan Transfer  

setelah perubahan  Rp. 1.097.523.473.000,00 
 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan: 
 

a. Pajak Daerah 
1) Semula Rp.    166.280.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.650.000.000,00) 

Jumlah Pajak Daerah  

setelah perubahan  Rp. 164.630.000.000,00 
 

b. Retribusi Daerah 
1) Semula  Rp.    71.512.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. (1.357.000.000,00) 

Jumlah Retribusi Daerah 

setelah perubahan  Rp.  70.155.000.000,00 
 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

1) Semula  Rp.      11.911.500.818,00 
2) Bertambah/(berkurang)  Rp.  (877.564.164,00) 
Jumlah hasil pengelolaan  

kekayaan daerah yang   

dipisahkan setelah perubahan  Rp. 11.033.936.654,00 
 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

1) Semula  Rp.     55.133.503.960,00 
2) Bertambah/(berkurang)  Rp.     3.004.678.397,00 

Jumlah lain-lain pendapatan asli   
daerah yang sah setelah perubahan Rp. 58.138.182.357,00 

 

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis pendapatan:  
 

a. Pendapatan Transfer Pusat 
1) Semula  Rp.  1.055.252.976.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.     (31.833.956.000,00) 
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat 
setelah perubahan Rp.  1.023.419.020.000,00 
 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah 

1) Semula  Rp. 64.104.453.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. 10.000.000.000,00 

Jumlah Pendapatan Transfer Antar   
Daerah setelah perubahan  Rp. 74.104.453.000,00 
 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

1) Semula  Rp.     47.992.707.506,00 
2) Bertambah/(berkurang)  Rp.     0,00 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah   
yang sah setelah perubahan Rp. 47.992.707.506,00 
 

Pasal 5 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari: 
 

a. Belanja Operasi 
1) Semula  Rp.  916.125.587.838,00 

2) Bertambah/(berkurang)  Rp.      38.053.650.424,23 
Jumlah Belanja Operasi 



setelah perubahan Rp.  954.179.238.262,23 
 

b. Belanja Modal 
1) Semula  Rp.  389.168.764.246,00 

2) Bertambah/(berkurang)  Rp.     (14.762.419.813,33) 
Jumlah Belanja Modal  

setelah perubahan Rp.     374.406.344.432,67 
 

c. Belanja Tidak Terduga 
1) Semula  Rp.  2.500.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)  Rp.                             0,00 
Jumlah Belanja Tidak Terduga 

setelah perubahan Rp.        2.500.000.000,00 
 

d. Belanja Transfer 
1) Semula  Rp.  167.392.789.200,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.     (10.719.633.500,00) 

Jumlah Belanja Transfer 
setelah perubahan Rp.    156.673.155.700,00 
 

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis Belanja: 
 

a. Belanja Pegawai  
1) Semula Rp.  602.915.699.956,00  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.    12.629.079.910,00  
Jumlah Belanja Pegawai  
setelah perubahan Rp. 615.544.779.866,00 
 

b. Belanja Barang dan Jasa 
1) Semula Rp.     309.022.406.867,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.       14.899.986.057,23 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa  
setelah perubahan  Rp. 323.922.392.924,23 
 

c. Belanja Hibah 

1) Semula Rp.     4.187.481.015,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.524.584.457,00 

Jumlah Belanja Hibah  
setelah perubahan  Rp. 14.712.065.472,00 
 

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah: 
a) Semula  Rp. 389.168.764.246,00 

b) Bertambah/(berkurang) Rp. (14.762.419.813,33) 
Jumlah Belanja Modal  

setelah perubahan  Rp. 374.406.344.432,67 
 

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
sejumlah: 

a) Semula Rp. 2.500.000.000,00 
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Belanja Tidak Terduga 
Setelah Perubahan Rp.  2.500.000.000,00 

 

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah: 
a) Semula   Rp. 167.392.789.200,00 

b) Bertambah/(berkurang)   Rp.     (10.719.633.500,00) 
Jumlah Belanja Transfer 

setelah perubahan Rp.  156.673.155.700,00 
 

 
 
 

 



Pasal 6 

 

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri 

dari: 

a. Penerimaan Pembiayaan  Rp.      40.285.438.877,90 

b. Pengeluaran Pembiayaan  Rp        2.000.000.000,00 
 

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berupa SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah: 

a) Semula  Rp. 10.000.000.000,00 

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.285.438.877,90 
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya  
setelah perubahan Rp. 40.285.438.877,90 
 

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berupa Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah: 

a) Semula Rp. 7.000.000.000,00 
b) Bertambah/(berkurang) Rp.       (5.000.000.000,00) 
Jumlah Penyertaan Modal (investasi)    

pemerintah daerah setelah perubahan  Rp. 2.000.000.000,00 

 

Pasal 7 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021; 
 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD; 
 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 
 

 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 
 

 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. 

  




